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Abstract

In Indonesia, there are 3,107 illegal fintech companies. The author focuses on illegal collection actions
related to online loans from illegal fintech as stated in Decision Number
438/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utara. When collecting an online loan from the victim, the defendant used
harsh words towards the victim by sending a voice note via Whatsapp with words such as "bad dog",
"devil's child", an insult to the victim. The problems that the author raises are How Peer To Peer Lending
(P2P Lending) Debt Collection Actions in the Perspective of Criminal Law and How to find out whether
the fintech is registered or not and what the sanctions are in terms of the Law of the Republic of
Indonesia Number 19 of 2016 concerning Amendments to the Law Number 11 of 2008 concerning
Information and Electronic Transactions. The author in his analysis stated that the act of billing using
harsh words carried out by the defendant violated Article 310 of the Criminal Code and the illegal
company could be subject to criminal sanctions based on Article 32 of Law no. 3 of 1982 concerning
Compulsory Company Registration. The author concludes that the act of billing using harsh words
committed by the defendant violated Article 310 of the Criminal Code and must be accompanied by a
complaint to the police and related to the illegal company can be subject to sanctions by Article 32 of
Law no. 3 of 1982 concerning Compulsory Company Registration.

Keywords: Financial technology, online loans, illegal companies

l. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Era globalisasi yang begitu pesat menyebabkan banyaknya bermunculan
perusahaan yang berbasis financial technology (fintech) guna menawarkan

pinjaman dana segar kepada masyarakat melalui sebuah aplikasi atau yang biasa
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disebut sebagai pinjaman online. Terutama di negara Indonesia banyak sekali
bermunculan perusahaan fintech tersebut ada yang legal dan illegal. Legal yang
dimaksudkan disini ialah perusahaan fintech yang sudah memiliki izin dan
terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sedangkan yang ilegal ialah
perusahaan fintech yang belum memiliki izin dan tidak terdaftar di Otoritas Jasa
Keuangan. Kegiatan pinjam-meminjam uang telah dilakukan sejak lama dalam
kehidupan masyarakat yang telah mengenal uang sebagai alat pembayaran.
Hampir semua masyarakat telah menjadikan kegiatan pinjam-meminjam uang
sebagai sesuatu yang sangat diperlukan untuk mendukung perkembangan
kegiatan perekonomiannya dan untuk meningkatkan taraf kehidupannya.?
Sebelum lahirnya teknologi pinjaman online, masyarakat mendapatkan
peminjaman melalui bank ataupun lembaga lainnya serangkaian prosedur yang
lumayan panjang sampai dana tersebut bisa cair. Akan tetapi dengan adanya
aplikasi fintech, masyarakat yang akan melakukan peminjaman dapat
mendownload berbagai aplikasi atau bisa juga dengan membuka website yang
memberikan jasa pinjaman. Kemudahan inilah yang memberikan daya tarik
tersendiri sehingga banyak yang lebih memilih pinjaman online atau fintech
tersebut. Perbandingan kedua pinjaman tersebut cukup signifikan yang mana
pada umunya bank biasanya memerlukan waktu paling lama empat belas hari
kerja untuk mencairkan dananya, sedangkan layanan fintech bisa dari 4 jam
hingga 3 hari. Jika dilihat dari kedua perbandingan diatas, pinjaman melalui
fintech tentu menjadi pilihan masyarakat dari akses kecepatan, tetapi disisi lain
memiliki risiko tersendiri. Risiko-risiko yang perlu diperhatikan sebagai
peminjam ataupun pendana seperti Resiko bunga tinggi bagi peminjamm, Harus

membayar biaya layanan 3% sampai 5%, Jangka waktu pelunasan pendek

M. Bahsan, Hukum Jamiman dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia, (Jakarta: Raja
Grafindo Persada, 2008) hal. 1
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maksimal 12 bulan, Limit kredit pinjaman online yang rendah, Resiko bocornya
data handphone mengajukan pinjaman online.

Sejak Tahun 2018 hingga Februari 2021 Satgas Waspada Investasi (SWI)
sudah menutup kurang lebih 3.015 pinjol atau fintech ilegal atau lebih tepatnya
3.107 fintech ilegal, berikut nama-nama fintech ilegal dari pengawasan OJK pada
awal 2021 sejumlah 51 yaitu Go Duit, Go Duit - Pinjaman Dana Darurat, Go
Duit, Dana Cepat Uang Pintar, CashGo - Pinjaman Online Cepat Cair, Butuh
Modal - Pinjaman Online Cepat Cair, Butuh Modal - Kredit Dana Rupiah Pinjam
Cepat Online, Dana Speed, Dana Saku - Online Kredit, KSP Dana Saku,
PinjamSaja - KSP Pinjaman Dana Online, Halo Money, Dana fun, Dana fun
(Dana fun 122), Dana fun, Rafra Apps Store, Dana Pintar, PinjamanKu,
PinjamanKu - Pinjaman Online tercepat dan teraman, PinjamanKu, Dana Kilat -
Pinjaman Online Aman, Cepat, dan Mudah, Dana Kilat - Segalanya jadi lebih
mudah, Uang Kilat (Dalam Kenang), Uang Kilat (PT Graha Tirta Cantika), Uang
Kilat (WA EYE), Uang Kilat (Super Keatley), Laju Dana, Cash Lagi Lite -
Pinjaman Online Bunga Murah, KSP Dompet Kelapa - Pinjam Uang Tunai
Kredit Dana, Durian Runtuh, Loan Segara, Butuh Uang - Pinjam Uang Tunai
Mudah, Redholo - Rupee berasal dari sini, Super Rezeki, Modal Cepat -
Pinjaman Online Cepat Cair Dan Mudah, KSP Modal Cepat, KSP Dompet
Pisang, Kredit Rupiah - Pinjaman Uang Online Dana Tunai, Kredit Rupiah -
Pinjaman Uang Tunai Dana Cash, Rp Cepat Wallet, Rpwallet : Wallet
Management, Rp-Q-Wallet, KSP Dompet Mangga - Alat pinjaman cepat, iDana
— Cash, iDana - Pinjam Uang Rupiah Cash Tunai, iDana — Pinjam, iDana —
UangQu, iDana, Rupiah Petir - Pinjam Uang Tunai Kredit Dana Cash seperti
yang termuat di berita Kontan.co.id.?

2) Adi Wikanto, Kembali meresahkan, ini daftar lengkap pinjol ilegal menurut OJK,
https://keuangan.kontan.co.id/news/kembali-meresahkan-ini-daftar-lengkap-pinjol-ilegal-menurut-ojk
diakses 17 April 2
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Di Indonesia sudah ada peraturan yang mengatur tentang layanan pinjam
meminjam uang berbasis teknologi informasi yang diatur di dalam Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tahun 2016 tentang Layanan
Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (“POJK 77/2016) selain
itu berkaitan dengan pinjam meminjam juga diatur di dalam Bab XIII Buku 11l
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terutama Pasal 1754 Kitab Undang -
Undang Hukum Perdata yang berisi bahwa “pinjam-meminjam ialah perjanjian
dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak lain suatu jumlah
tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat
bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari
macam dan keadaan yang sama pula”.®

Patut diperhatikan bahwa perjanjian hanya berlaku bagi pihak-pihak yang
membuatnya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata menyatakan bahwa “Semua persetujuan yang dibuat sesuai
dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang
membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan
kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh
undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik”.

Dasar Hukum Pinjaman Online Layanan pinjam meminjam uang berbasis
teknologi informasi sendiri diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
Nomor 77/POJK.01/2016 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang
Berbasis Teknologi Informasi (“POJK 77/2016”). Pasal 1 angka 3 POJK 77/2016
menerangkan bahwa: “layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi
informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk

mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka

%) R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Jakarta: Balai
Pustaka, 2014), hal. 451
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melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara
langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet”.”

Fokus pembahasan yang penulis ambil berkaitan dengan tindakan penagihan
yang melawan hukum terkait pinjaman online dari fintech illegal yang tertuang
di dalam Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr. Terdakwa bernama Dede
Supardi bekerja di PT. VEGA DATA INDONESIA atau PT. BARRACUDA
FINTECH INDONESIA yang mana PT. VEGA DATA INDONESIA atau PT.
BARRACUDA FINTECH INDONESIA merupakan pelaku usaha yang tidak
memiliki izin operasional dari Otoritas Jasa Keuangan.

Terdakwa melakukan tindakan penagihan yang melawan hukum melalui
media elektronik. Saat melakukan penagihan atas pinjaman online terhadap saksi
korban yang bernama Mahdi Ibrahim, terdakwa menggunakan perkataan
mengancam ataupun perkataan yang menghina korban dengan mengirimkan
voice note melalui Whatsapp dengan kata-kata seperti "anjing bangsat”, "anak
setan”, yang mana kata-kata tersebut jelas merupakan sebuah hinaan terhadap
diri korban. Semestinya, pemberi pinjaman didalam melakukan penagihan tidak
mengeluarkan kata-kata kasar seperti diatas karena itu melanggar hak-hak
konsumen. Perkataan tersebut sudah melanggar ketentuan Pasal 310 ayat (1)
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan bahwa “Barangsiapa
sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seorang, dengan menuduh
sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam,
karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau
denda paling banyak tiga ratus rupiah.”

Diluar dari perkataan tersebut terdakwa juga menghubungi keluarga dan
temna-teman dari si penerima pinjaman dan hal tersebut membuat nama dari si
penerima pinjaman tercemarkan serta membuat mental dari penerima pinjaman

terganggu dikarenakan penerima pinjaman mempunyai rasa takut akan diteror

4 Pasal 1 angka 3, POJK 77/2016
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oleh si pemberi pinjaman dalam hal ini si Terdakwa. Dikarenakan belum adanya
regulasi setingkat Undang-Undang yang khusus mengatur tentang financial
technology (fintech) untuk melindungi konsumen sebagai penerima pinjaman
yaitu tentang tindakan penagihan hutang yang melawan hukum terdapat dalam
pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Akan tetapi dikarenakan tidak
adanya peraturan atau dasar hukum yang jelas berkaitan dengan pinjaman online
dan bagaimana cara penagihannya selain yang diatur di dalam Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana diatas, maka sangat sulit sekali terkait penegakan
hukumnya. Oleh karena itu penulis tertarik mengambil judul skripsi berjudul
“Analisis Tentang Tindakan Penagihan Yang Melawan Hukum Terkait Pinjaman
Online dari Fintech llegal (Studi Kasus Atas Putusan Nomor
438/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr)”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan di atas, maka Penulis merumuskan

permasalahan yaitu

1. Bagaimana Tindakan Penagihan Utang Peer To Peer Lending (P2P
Lending) dalam Perspektif Hukum Pidana?

2. Bagaimana mengetahui fintech tersebut sudah terdaftar atau tidak dan apa
sanksinya ditinjau dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19
tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun
2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?

C. Metode Penelitian

Penelitian sebagai suatu sarana pokok yang bertujuan untuk pengembangan
ilmu pengetahuan maupun teknologi.®) Penelitian hukum dilakukan dengan
tujuan dalam pencarian terkait pemecahan atas isu hukum yang timbul. Oleh

karena itu, penelitian hukum merupakan suatu penelitian di dalam kerangka

% Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif cetakan ke-18, (Jakarta: PT
Raja Grafindo Persada, 2018), hal.1.
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mengetahui bagaimana caranya suatu isu hukum tersebut dapat terjadi dikaitkan
dalam hukum. Hasil yang dicapai yaitu agar dapat memberikan deskripsi
mengenai apa yang seyogyanya atas isu yang diajukan.

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum
normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan
dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.®) Penelitian hukum
normatif atau studi kepustakaan tersebut terdiri atas:

a) Penelitian terhadap asas-asas hukum

b) Penelitian terhadap sistematik hukum

c) Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal
d) Perbandingan hukum

e) Sejarah hukum?

Penelitian hukum normatif yang digunakan oleh penulis ialah penelitian
terhadap asas-asas hukum. Penelitian terhadap asas-asas hukum adalah
penelitian yang dilakukan terhadap kaidah — kaidah hukum, yang merupakan
patokan — patokan berperilaku atau bersikap tidak pantas. Penelitian tersebut
dapat dilakukan (terkhususnya) terhadap bahan hukum primer dan sekunder,
sepanjang bahan — bahan tadi mengandung kaidah — kaidah hukum.®
2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian adalah penelitian preskriptif yaitu bertujuan untuk
membuat deskripsi secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta,
dan sifat-sifat populasi daerah tertentu. Apabila diambil beberapa sampel

disebut dengan survei deskriptif.?) Penelitian ini bersifat memberikan analisis

® Ibid, hal. 13
7 1bid, hal. 14
® Ibid, hal. 62
9 Suryana, Metodologi Penelitian (Bandung: UPI, 2010), hal. 18.
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terkait Tindakan Penagihan Yang Melawan Hukum Terkait Pinjaman Online
dari Fintech llegal.
3. Jenis Data dan Sumber Bahan Hukum
Data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data sekunder. Data
sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka.'® Menurut
Soejono Soekanto, di dalam penelitian hukum data sekunder terdiri dari:
a. Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan
terdiri dari: norma dasar/kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan
perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasikan seperti
hukum adat, yurisprudensi, traktat, dan bahan hukum dari zaman
penjajahan yang hingga kini masih berlaku seperti, Kitab Undang -
Undang Hukum Pidana. Bahan hukum primer yang digunakan oleh
Penulis adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),
Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan
Konsumen,Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /POJK.01/2016
tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi
dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik.
b. Bahan Hukum Sekunder
Memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti
rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari
kalangan hukum, dan seterusnya. Bahan hukum sekunder yang penulis
gunakan adalah buku-buku dan jurnal-jurnal yang berhubungan dengan
perlindungan konsumen, tindakan penagihan yang melawan hukum,

peer to peer lending.

19 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Op cit, hal. 12
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c. Bahan Hukum Tersier
Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk
maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti
kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.*V)
4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data
Pengumpulan data merupakan suatu hal yang berkaitan sangat erat dengan
sumber data, melalui pengumpulan data ini akan diperoleh data yang
diperlukan sesuai dengan rumusan masalah diatas. Metode pengumpulan data
secara umum ada 2 (dua) macam yaitu metode studi pustaka (library research)
dan metode studi lapangan (field research).?) Pengumpulan data yang
digunakan ialah studi kepustakaan.
5. Teknik Analisa Data
Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan
teknik analisis deduktif. Penggunaan metode deduksi berpangkal dari
pengajuan premis mayor. Kemudian diajukan premis minor, dari kedua
premis itu kemudian ditarik suatu kesimpulan atau conclusion. Akan tetapi di
dalam argumentasi hukum, silogisme hukum tidak sesederhana silogisme

tradisional.'®

PEMBAHASAN
A. Tindakan Penagihan Utang Peer To Peer Lending (P2P Lending) dalam

Perspektif Hukum Pidana
Pada bagian pembahasan akan dijabarkan berkaitan dengan analisis penulis

terkait dengan perumusan masalah yang diangkat dan dikaitkan dengan kerangka
teoritis yang penulis jelaskan. Sebelumnya penulis akan menjabarkan inti dari

kasus yang penulis angkat berkaitan perkara tindakan penagihan utang peer to

D 1bid, hal. 13
12) Anonim, http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/642/6/131803010_file%206.pdf,

diakses tanggal 18 Februari 2021

13 Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, Cetakan ke-6. (Jakarta: PT Raja Grafindo

Persada, 2008), hal. 89
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peer lending (P2P Lending) yang mana tindakan penagihan yang dilakukan oleh
Terdakwa yang bernama Dede Supardi Bin H. Supriadi yang merupakan
karyawan dibagian desk collection dari PT. Vega Data Indonesia atau PT.
BARRACUDA FINTECH INDONESIA yang bertugas untuk melakukan
penagihan kepada penerima pinjaman (nasabah) yang gagal bayar atau memiliki
hutang dengan perusahaan tempat dia bekerja.

Tindakan penagihan oleh Terdakwa dengan menggunakan kata-kata kasar
sudah melanggar ketentuan hukum pidana yaitu Pasal 310 ayat (1) Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana, yang isinya “Barangsiapa sengaja menyerang
kehormatan atau nama baik seorang, dengan menuduh sesuatu hal, yang
maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam, karena pencemaran,
dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak
tiga ratus rupiah”. Penulis hanya akan meneliti berkaitan dengan tindakan
penagihan utang Peer To Peer Lending (P2P Lending) dalam Perspektif Hukum
Pidana. Yang mana penagihan yang dilakukan oleh Dede Supardi Bin H.
Supriadi selaku Terdakwa terhadap Mahdi Ibrahim selaku saksi korban yang
disebutkan dalam putusan sebagai nasabah yang meminjam uang kepada PT.
VEGA DATA INDONESIA atau PT. BARRACUDA FINTECH INDONESIA
melalui aplikasi “dompet kartu” merupakan suatu tindakan penagihan yang
melanggar hukum, dan terdakwa dalam melakukan tindakan penagihan melalui
percakapan via Whatsapps di dalam percakapan tersebut menggunakan kata-kata
kasar dan mengancam yaitu "akan membunuh nasabah dan nasabah akan
dimutilasi, jika tertangkap nasabah akan dibacok, malam ini Terdakwa tantang
nasabah dan menyuruh nasabah untuk membawa sajam untuk bunuh-bunuhan”
sehingga hal ini melanggar Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Tindakan terdakwa memenuhi unsur-unsur Pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana yaitu:

1. Dengan sengaja.

2. Menyerang kehormatan atau nama baik.
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3. Menuduh melakukan suatu perbuatan.
4. Menyiarkan tuduhan supaya diketahui umum.

Ad.1 Dengan sengaja

“dengan sengaja” merupakan unsur kesalahan yang pertama dan unsur
kesalahan kedua ada pada kata-kata “dengan maksud”. Sikap batin “sengaja”
ditujukan pada perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik orang
(perbuatan dan objek perbuatan). Dimana dalam kasus ini, terdakwa “dengan
sengaja” melakukan tindakan menyerang kehormatan atau nama baik dari saksi
korban.#

Ad.2 Menyerang kehormatan atau nama baik

Perbuatan menyerang (aanranden), tidaklah bersifat fisik, karena terhadap
apa yang diserang (objeknya) memang bukan fisik tapi perasaan mengenai
kehormatan dan perasaan mengenai nama baik orang. Objek yang diserang
adalah rasa/perasaan harga diri mengenai kehormatan (eer), dan rasa/perasaan
harga diri mengenai nama baik (goedennaam) orang.'®

Ad.3. Menuduh melakukan suatu perbuatan

Dengan menggunakan kata/kalimat melalui ucapan, dengan menuduhkan
suatu perbuatan tertentu. Jadi yang dituduhkan si pembuat haruslah merupakan
perbuatan tertentu, dan bukan hal lain misalnya menyebut seseorang dengan
kata-kata yang tidak sopan, seperti bodoh, malas, anjing kurapan dan lain
sebagainya.'®)

Ad.4 Menyiarkan tuduhan supaya diketahui umum.

Sikap batin “maksud” ditujukan pada unsur “diketahui oleh umum” mengenai
perbuatan apa yang dituduhkan pada orang itu. Beranjak dari penjabaran diatas

serta dikaitkan dengan kasus yang ada dalam putusan tersebut bahwa tindakan

4 JAHMAD SOFIAN, Tafsir Pasal Pencemaran Nama Baik, https://business-
law.binus.ac.id/2017/12/28/tafsir-pasal-pencemaran-nama-baik/, diakses 6 Juni 2021

19) 1bid.
18) 1bid.
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yang dilakukan oleh terdakwa yaitu “menyiarkan tuduhan supaya diketahui
umum” yang mana terdakwa telah menelpon / menghubungi keluarga Saksi
korban dan menelepon / menghubungi refrensi terhadap kontak telepon teman
yang telah diberikan Saksi korban saat melengkapi persyaratan pinjaman
tersebut, yang mana ancaman tersebut vyaitu seseorang (Terdakwa)
memberitahukan bilamana Saksi korban mempunyai hutang namun tidak
membayarnya.

Tindak pidana di dalamnya terdapat 5 (lima) unsur menurut Moeljatno adalah
(1)Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia, (2) Perbuatan itu harus
dilarang dan diancam dengan pidana, (3) Perbuatan itu bertentangan dengan
undang-undang dan (4) Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat
dipertanggung jawabkan serta (5) Perbuatan itu harus dapat dipersalahkan
kepada si pembuat.'”) Sebagaimana diketahui Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana pada umumnya dijabarkan kepada 2 (dua) macam unsur yaitu unsur
objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif adalah unsur yang ada hubungannya
dengan keadaan, yaitu di dalam keadaan mana tindakan dari si pelaku itu harus
dilakukan, sedangkan unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri si
pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku. Unsur subjektif dari sesuatu
tindak pidana adalah (1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa),
(2) Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau poging seperti yang
dimaksud di dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP, (3) Macam-macam maksud atau
oogmerk seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian,
penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain, (4) Merencanakan terlebih
dahulu atau voorbedachte raad seperti yang misalnya yang terdapat di dalam
kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP dan (5) Perasaan takut atau
vress seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut
Pasal 308 KUHP. Unsur objektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah (1) Sifat

1) Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta: Sinar Grafika,1993), hal. 122
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melanggar hukum atau wederrechtelijkheid dan (2) Kualitas dari si pelaku,
misalnya “Keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan
menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari
suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.
Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan
sesuatu kenyataan sebagai akibat.'®

Tindakan penagihan utang dengan menggunakan perkataan kasar juga
termasuk ke dalam perbuatan melawan hukum dalam perspekif hukum pidana.
Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang biasa kita sering dengar merupakan
perbuatan melawan hukum dalam perspektif hukum perdata akan tetapi ternyata
ada juga perbuatan melawan hukum dalam perspektif hukum pidana. Perbuatan
melawan hukum dalam konteks hukum pidana diatur dalam Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana. Dalam hukum pidana sering di pakai istilah
wederrechtelijk. Suatu perbuatan dikatakan melawan hukum dalam hukum
pidana jika perbuatan itu mengancam dan merugikan kepentingan umum atau
publik. Adapun unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum dalam hukum
pidana adalah perbuatan itu tegas dinyatakan melanggar undang-undang,
kemudian perbuatan itu juga dilakukan tanpa kewenangan dan kekuasaaan serta
perbuatan yang melanggar asas-asas umum dalam lapangan hukum.

Berdasarkan paham-paham dari sifat melawan hukum, doktrin membedakan
perbuatan melawan hukum atas: (1) Perbuatan melawan hukum formil, yaitu
perbuatan melawan hukum apabila perbuatan tersebut sudah diatur dalam
undang-undang, Jadi sandarannya adalah hukum yang tertulis dan (2) Perbuatan

melawan hukum materiil, yaitu terdapat mungkin suatu perbuatan melawan

18 Anselmus S. J. Mandagie, Proses Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh
Anak Dibawah Umur Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan
Anak, Lex Crimen Vol. IX/No. 2/Apr-Jun/2020, hal. 53-54
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hukum walaupun belum diatur dalam undang-undang. Sandarannya asas umum
yang terdapat di lapangan hukum.®

Andi Hamzah menyatakan bahwa melawan hukum dalam arti formil diartikan
bertentangan dengan undang-undang. Jika suatu perbuatan telah mencocoki
rumusan delik, maka biasanya dikatakan telah melawan hukum secara formil.
Melawan hukum materiil harus berarti hanya dalam arti negatif, artinya kalau
tidak ada melawan hukum (materiil) maka merupakan dasar pembenar. Dalam
penjatuhan pidana harus di pakai melawan hukum formil, artinya yang
bertentangan dengan hukum positif yang tetulis karena alasan nullum crimen sine
lege stricta yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP.2?

Sedangkan  menurut  Satochi  Kartanegara, “melawan  hukum”
(Wederrechtelijk) dalam hukum pidana dibedakan menjadi dua macam vyaitu:
Wederrechtelijk formil yakni apabila sesuatu perbuatan di larang dan diancam
dengan hukuman oleh undang-undang dan Wederrechtelijk Materiil merupakan
suatu perbuatan “mungkin” wederrechtelijk, walaupun tidak dengan tegas di
larang dan di ancam dengan hukuman oleh undang-undang. Melainkan juga asas
- asas umum yang terdapat di lapangan hukum (algemen beginsel).??

Tindakan terdakwa dalam kasus yang tertera pada putusan yang penulis
angkat termasuk ke dalam tindak pidana dalam perbuatan melawan hukum.
Dikarenakan perbuatan terdakwa yang melakukan penagihan dengan
menggunakan kata-kata kasar merupakan suatu perbuatan yang dilarang dan
diancam hukuman yang tertera dalam Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana. Akan tetapi, tindakan penagihan utang yang dilakukan oleh terdakwa
dengan menggunakan perkataan kasar tidak dapat diproses oleh pihak kepolisian
apabila korban atau penerima pinjaman tersebut tidak melakukan pengaduan ke
pihak kepolisian ataupun pihak berwajib. Dikarenakan tindakan penagihan utang

19 Teguh Prasetyo, Hukum Pidana Edisi Revisi, (Depok:Rajawali Pers,2017), hal. 71-72
20) Indah Sari, Op cit, hal. 62
21 |bid.
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dalam konteks pinjaman online merupakan salah satu kasus yang menerapkan

delik aduan. Jika sudah melakukan pengaduan baru dapat diproses ke pengadilan

setempat.

B. Fintech tersebut sudah terdaftar atau tidak dan Apa sanksi pidananya
ditinjau dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik

Berikut perbedaan karateristik antara pinjaman online yang legal dan illegal:

No Perihal Pinjol Legal Pinjol Illegal
Melakukan pendaftaran
1 | Statusdi dan dan perizinan ke Tidak terdaftar dan
OJK OJK tidak izin ke OJK
2 | Aplikasi Aplikasi terdapat pada Aplikasi tidak terdapat
playstore, ada logo OJK. | pada playstore, tidak
ada logo OJK.

Pengguna melakukan
installasi menggunakan

APK
3 | Metode Promo, iklan resmi Menggunakan broadcast
Penawaran pesan WhatsApp, SMS
4 | Pengajuan Memperhatikan Cenderung sangat
Kredit kelengkapan dokumen mudah
pengajuan
5 | Domisili Alamat dan kontak Alamat dan kontak
perusahaan jelas perusahaan tidak jelas,
bahkan tidak ada

Berkaitan dengan kasus yang penulis angkat bahwa PT. VVega Data Indonesia
merupakan perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas bergerak di bidang
jasa keuangan. Sebagai Perseroan Terbatas haruslah terdaftar dalam daftar
perusahaan dan sudah mendapatkan surat pengesahan dari Kementerian Hukum
dan Hak Asasi Manusia yang pada nantinya akan mendapat status badan hukum

berdasarkan tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi
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Manusia.??) Akan tetapi PT. Vega Data Indonesia tidak memiliki legalitas hukum
atau tidak memilik Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang sekarang disebut
Nomor Induk Berusaha (NIB). TDP atau NIB ini merupakan bukti suatu badan
usaha yang telah melakukan kewajiban yaitu mendaftarkan perusahaan
sebagaimana telah tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 3
Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan yang menyebutkan bahwa “setiap
perusahaan wajib didaftarkan dalam daftar perusahaan”. Pendaftaran TDP
(Tanda Daftar Perusahaan) wajib dilakukan oleh siapapun yang memiliki badan
usaha atau dapat diwakilkan melalui surat kuasa secara sah. Pentingnya TDP
(Tanda Daftar Perusahaan) ketika pemerintah melakukan pembinaan,
pengawasan juga pengarahannya sebagai usaha yang sehat. Setiap perusahaan
wajib memiliki Tanda Daftar Perusahaan (TDP) atau NIB baik berbentuk badan
hukum, koperasi, perorangan, PT, CV, Yayasan, Firma dll sebagai bukti legalitas
perusahaan.Berkaitan dengan sanksi pidana apabila perusahaan sengaja atau
karena kelalaiannya tidak mendaftarkan perusahaannya diatur dalam Pasal 32
Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan yang
menyebutkan bahwa: (1) Barang siapa yang menurut Undang-undang ini dan
atau peraturan pelaksanaannya diwajibkan mendaftarkan perusahaannya dalam
Daftar Perusahaan yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya tidak
memenuhi kewajibannya diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 3
(tiga) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp 3.000.000,- (tiga juta
rupiah), (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini
merupakan kejahatan.?®

Menurut hemat penulis, berkaitan dengan perusahaan financial technology
yaitu PT. Vega Data Indonesia sebagai suatu Perseroan Terbatas yang melakukan
kelalaian dalam arti tidak melakukan kewajiban untuk mendaftarkan

22) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Pasal 7 ayat (4)
23 Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan, Pasal 32
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perusahaannya dalam Daftar Perusahaan, seharusnya dapat dikenakan sanksi
pidana menurut Pasal 32 Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 Tentang Wajib
Daftar Perusahaan.
PENUTUP
A. Kesimpulan

Pada bagian kesimpulan ini, penulis akan memaparkan jawaban mengenai
Tindakan Penagihan Utang Peer To Peer Lending (P2P Lending) dalam
Perspektif Hukum Pidana, dan Fintech tersebut sudah terdaftar atau tidak dan
Apa sanksi pidananya ditinjau dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
19 tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008
Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tindakan penagihan yang
dilakukan oleh terdakwa yang bernama Dede Supriadi yang merupakan
karyawan dibagian desk collection di PT. Vega Data Indonesia atau PT.
BARRACUDA FINTECH INDONESIA. Penagihan yang dilakukan Terdakwa
kepada nasabah, dengan mengatakan "terserah gua, anjing Iu" melalui telepon
dan melalui percakapan (chat) "akan membunuh saya dan saya akan dimutilasi,
jika tertangkap saya akan dibacok, malam ini saya tantang kamu dan menyuruh
saya untuk membawa sajam untuk bunuh-bunuhan” merupakan sebuah tindakan
yang melanggar ketentuan hukum pidana yang berlaku yaitu Pasal 310 ayat (1)
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Demikian juga perusahaan tempat
terdakwa bekerja juga sudah melanggar ketentuan hukum dari Peraturan Otoritas
Jasa Keuangan (POJK) No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam
Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi serta Buku Pedoman Perilaku
Pemberian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi
Secara Bertanggung Jawab yang dikeluarkan oleh Asosiasi FinTech Indonesia.
PT. Vega Data Indonesia atau PT. BARRACUDA FINTECH INDONESIA
selaku perusahaan financial techonology berbasis Peer To Peer Lending (P2P

Lending) merupakan sebuah perusahaan yang tidak memiliki izin operasional
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dan tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan atau dapat dikatakan bahwa
perusahaan ini merupakan perusahaan financial techonology yang ilegal.
Berkaitan dengan tindakan penagihan utang yang dilakukan oleh terdakwa
tersebut termasuk ke dalam perbuatan melawan hukum dalam perspektif hukum
pidana, dikarenakan tindakan yang dilakukan melanggar ketentuan hukum yaitu
Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan bahwa:

“Barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seorang, dengan
menuduh sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum,
diancam, karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan
atau denda paling banyak tiga ratus rupiah”

Tindakan terdakwa sudah memenuhi unsur-unsur Pasal 310 ayat (1) Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana yaitu:
1. Dengan sengaja.
2. Menyerang kehormatan atau nama baik.
3. Menuduh melakukan suatu perbuatan.
4. Menyiarkan tuduhan supaya diketahui umum.

Tindakan terdakwa dalam kasus yang tertera pada putusan yang penulis
angkat termasuk ke dalam tindak pidana dalam perbuatan melawan hukum.
Dikarenakan perbuatan terdakwa yang melakukan penagihan dengan
menggunakan kata-kata kasar merupakan suatu perbuatan yang dilarang dan
diancam hukuman yang tertera dalam Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana, seharusnya dalam melakukan penagihan yang berkaitan dengan
perjanjian financial technology, tetap harus dilakukan secara baik dan sopan.
Akan tetapi, tindakan penagihan utang yang dilakukan oleh terdakwa dengan
menggunakan perkataan kasar tidak dapat diproses oleh pihak kepolisian apabila
korban atau penerima pinjaman tersebut tidak melakukan pengaduan ke pihak
kepolisian ataupun pihak berwajib. Maka pihak kepolisian tidak dapat melakukan
tindakan apapun. Dikarenakan tindakan penagihan utang dalam konteks
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pinjaman online merupakan salah satu kasus yang menerapkan delik aduan. Jika
sudah melakukan pengaduan baru dapat diproses ke pengadilan setempat.

Berkaitan dengan Fintech tersebut sudah terdaftar atau tidak dan Apa sanksi
pidananya ditinjau dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun
2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun sanksinya ini tidak diaturnya,
melainkan sanksi pidananya ada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 3 Tahun
1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan dikarenakan perusahaan tempat terdakwa
bekerja merupakan perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas akan tetapi
perusahaan tersebut tidak terdaftar atau dapat dikatakan ilegal. Hal tersebut sudah
melanggar ketentuan hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1)
Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan
sebagaimana yang telah dijabarkan dalam bagian Pembahasan diatas. PT. Vega
Data Indonesia atau PT. BARRACUDA FINTECH INDONESIA merupakan
perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas yang tidak terdaftar dan
sepatutnya perusahan ini dapat dikenakan sanksi yang diatur dalam Pasal 32
Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan. Sanksi
yang ada pada Pasal 32 tersebut yaitu:

(1)Barang siapa yang menurut Undang-undang ini dan atau peraturan
pelaksanaannya diwajibkan mendaftarkan perusahaannya dalam Daftar
Perusahaan yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya tidak memenuhi
kewajibannya diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 3 (tiga) bulan
atau pidana denda setinggi-tingginya Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini merupakan
kejahatan.?

B. Saran

1. Bagi Majelis Hakim
Majelis Hakim di dalam menjatuhkan putusan terhadap kasus tindakan
penagihan utang oleh terdakwa yang melawan hukum, harusnya disertai

dengan pemberian sanksi terhadap perusahaan badan hukum yang tidak

24 Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan, Pasal 32
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memiliki izin usaha terkait pinjaman online dari Fintech llegal, dan agar diatur
kembali dalam undang-undang elektronik masalah ketentuan tersebut,
terutama menyangkut penjatuhan pidananya terhadap perusahaan ilegal, agar
memberikan efek jera.
2. Bagi Pembuat Peraturan
Penulis menyarankan agar pembuat peraturan di Indonesia membuat
peraturan atau ketentuan hukum yang mengatur sanksi hukum yang lebih
tegas dan ancaman yang leibih tinggi bagi para perusahaan yang tidak
memiliki izin di bidang jasa keuangan berbasis Peer To Peer Lending dari
OJK.
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